
BUPATI MUSI RAUIAS
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 4l TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SBflAP DESA DI KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2O2O

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota darr digunakar untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintalan, pelaksanaan

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan

pemberdayaan masyarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yalg Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan

rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara

Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap

Desa di Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran

2020.

b.



Mengingat : 1.

2.

5.

3.

Undang-Undang Nomor 28 Ta-hun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Kotapraja di

Sumatera Selatan (L€mbaran Negara Repubtik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan L€mbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

2O2O (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 198, Tambahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6410);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pela-ksanaan Undang-Undang Nomor 6

Talun 2014 tentang Desa (Lembaran Negam Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan

kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),

sebagaimana telah beberaPa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undalg-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (L€mbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tarnbahan I,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 632U;

4.

L.
fr'1.



7.

a.

Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang

Dana Desa Yang Bersumber da-ri Anggaran

Pendapatan dan Betanja Negam (kmbaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan lembaral Negara Republik Indonesia

Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2O14 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5864);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

2O5/PMK.O7|2O|9 tentang Pengelolaan Dana Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

170O);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturarl Daerah Nomor 15 Tahur 2O0O tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (kmbaran

Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2000 Nomor

18);

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang

Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun

2017 Nomor 9);

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang

Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah Tahun

Anggaran 2O2O (lembarc;r Daerah Kabupaten Musi

Rawas Ta-hun 2o19 Nomor 1o).

10.

g.

11.

3
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG ?ATA CARA PEMBAGIAN

DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI

KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN ANGGARAN 2O2O.

BAB I

KSIENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peratutan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut

dengal nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengums urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyara-kat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional

yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan

bag Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan

digunakan untuk membiayai penyelenggara.an

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyaral(at.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang

disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;

4. Jumla-h Desa adatah jumlah Desa yang ditetapkan oleh

Menteri Dalam Negeri.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang

selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana

keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

L
4.:
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BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Dcsa sctiap DcEa di KabuPatrn Mu3i RasaE

Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan

ber*eadilan berdasarkan:

a. Alokasi Daaar;

b. Alokasi Afrmasi;

c, Alokasi kinerja; dan

d. Alokasi Formula.

Patal 3

Alokasi dasar setiap Desa scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 huruf a, dihitung bcrdasarkan alokasi dasar per

Ihbupaten dibagi jumlah Desa.

Pasal 4

(1) Alokasi Afrmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa

Tertinggal dan Desa Sanget Tertinggal yang merniliki

jumlah penduduk Eiskio tinggi.

(2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa scbaggimsna

dimaksud pada ayat (f) dihitung berdasarkan

ketentuan dalam Peraturan Menrcri Keuangan

mengenai Tata Cara Pengglokasian Da.ua Desa dengan

menggunakan rumus aebagai berikut :

AA Desa - (o,O15 x DD) / (2 x DSI)+ (1 x DTD

Keterangan :

AADesa = Alokasi Afrmasi setiap Desa

DD = Pagu Dana Desa nasional

DST = Jumlah Desa sangat tertinggBl yang

memiliki jurnlah penduduk Eiskin tinggi

m = Jumlah Desa tertinggal yang memiliki

jumlah Penduduk miskin tinggi



(r)

Pasal 5

Alokasi kinerja eebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
c, dibssi kepada Desa-desa dengan kinerja terbaik.lalam
pcngelolaan kcuangan Dcsa, pcngclolaan Dana Desa,

capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil
(outcome) pembangunan Desa.

Pa66l 6

Penghitungan alokasi kinet'a setiap Desa sebagaimana

dimaksud da.lam Pasal 5 dilalukan derrgan

menggunakan bobot sebaSai b€rikut:

a. pengelolean keuangan desa dengan bobot 2@/6;

b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 2@/o,

c. capaian lrcluaran (output) Dana Desa dengan

bobot 25%; dan

d. capaian hasil (outcome) pembangunan Desa

dengan bobot 35%.

Desa penerima Alokasi Kinerja setiap Daerah

Kabupaten ditentukan berdasarkan urutan Desa

yang mempunyai skor kinerja terbaik yang dihitung
dengan menggunakan rumus :

Skor Kinerja = (0,20 x Ll) + (O,20 xY2) + (O,25

x Y3) + (O,35 x Y4)

Keterangan:
Skor Kinerja - ekor kinerja setiap Desa
YI

v2
Y3

Y4

= pengelolaan keuangan Desa
- pengelolaan Dana Desa
- capaian keluaran Dana Desa

= capaian hasil pembangunan Desa

(3) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana
.li'naksud pada ayat (2) dinilai dari:
a. perubahan rasio Pendapatan Asli Desa

terhadap total pendapatan APBDes dengan

bobot 5006 0irna puluh persen); dan

(21



(4)

b. rasio belanja bidang pembangunan dart'

pemberdayaan terhadap total belanja bidang

APBDes dengan bobot 5O7o (lturra puluh persen).

Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dinilai dari:

a. persentase kesesuaian bidang pembangrrnan

dan pemberdayaan s6legei prioritas Dana

DeBa terhadap total Dana Desa dengan bobot

55% (l;rn6 Pq1g1, lima Persen); da'
b. persentase pengadaan barang jasa Dana DeBa

secaia swakeloladengan bobot 45% (empat

puluh lima persen).

Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :

a. persentase realisasi penyerapan Dana Desa

dengan bobot 5oo/o (li]ra puluh persen); dan

b. peraentase capaian keluaran Dana Desa

dengan bobot 50% fi-a puluh pers€n).

Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dinilai dari :

a. perubahan skor indeks Desa membangun

dengan bobot 3O% (tige puluh persen);

b. perubahan statua Desa indeks Desa

membangun dengan bobot 30% (tige pufuh

persen);

c. atatus Desa indeks Desa membangun terakhir
dengan bobot 1096 (sepuluh persen); dan

d. perbaikan jumtah penduduk miskin Desa

dengan bobot 3096 (tige puluh persen).

Alokasi Kinerja setiap Desa sebagairnana dinaksud
pada ayat (1) dihitung denEan rumua :

AK Desa = (0,015 x DD)/(O,l x Jurnlah Deaa)

Keterangan:

AK Desa - Alokasi Kinerja Betiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jus ah Desa = jumlah Desa nasional

(s)

(6)

n



(8)

le)

Data APBDeS sebagai]f,aana dimaksud pada ayat (3)

bersrrlnber dari Kementerian Desa, Pembangunan

Daerah Tertingrqa-!, dan Transmigrasi.

Data realisasi penyerapan dan capaian keluaran
Dana Desa sebagaimana diynaksud pada ayat (5)

bersumber dari apliknsi yang diaediakan oleh

Direktorat Jenderal Perbendahara-an-

Pasd 7

Alokasi formula sebagatnana dinaksud pada Pasal 2 huruf
d, dihitung bcrdasarkan data jurnlah pcnduduk, angka

kemiskinan, luas wilayah, dan indeks keer.rlitan geografis

yang bersumber dari kementerian yang berwenang

dan/atau lcmbaga yang menyelenggarakan urusan
pcmerintahan di bidang statistik.

pasal 8

Fenghitungan alokasi formula sctiap Dcsa scbagatnana
rlirnaksud pada Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan

formula sebagai berikut:

AF Desa - (0,1O ' 21) + (0,5O ' 721 + (O,15 * Z3l +

(O,25 * Z4)) * AF rab/Kota
Keterangani

AF Desa - Alokasi Formula setiap Desa

Zl - rasio jumlah penduduk setiap Desa

terhadap total p€nduduk Desa Kabupaten

Musi Rawas

- rasio jumlah penduduk miskin setiap

Desa terhadap total penduduk miskin

Desa Kabupaten Musi Rawas

= rasio luas wilayah B€tiap Desa terhadap

total luas wilayah Desa Kabupaten Musi

Rawas

7A - rasio IKG setiap Desa terhadap IKG DeBa

Kabupaten Musi Rawas

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Musi Rawas

22
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Pasal 9

Ferhitungan Rincian Dana Desa untuk setiap Dcsa di

I(abupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2O2O

ditandatangani oleh l(epala Dinas terkait.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal lO

(1) Dana Dcsa disalurkan dari RKUN kc RKD mclalui
RKUD.

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (f) dilakukan melalui pemotongan Dana

Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran

dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

(3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten

dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa

ke RKD sebaSairnana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan surat

pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
(4) Penyaluran Dana D€sa sebagaimane dimaksud

pada ayat (1) dilakukan dq.l.'n 3 (tiga) tahap,

dengan ketentuan:

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling

lambat bulan Juni sebesar 4oolo (empat puluh

persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling

lambat minggu keempat bulan Agustus

sebcsar 4O7o (empat puluh persen); dan

c. tallap IU paling cepat brdan Juli sebesar 2O7o

(dua puluh persen).

PARA TOORDINASI

irB^cm,11ril | pi.

PA.RAF KOORDINASI



Pasal I I

(1) Pcnyalumn Dana Desa sebagaimana dirnaksud

dalam Pasal lO ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala

KPPN s€laku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana

Desa menerimadokurDen persyaratan penyaluran

dari Bupati, dengan ketentuan:

a" tahap I bempa:

1. trcraturan Bupati mengenai tata cara
pembagian dan penetapan rincian Dana

Desa setiap Dese!

2. peraturan Desa mengenai APBDeaa; dan

3. surat kuasa pernindahbukuan Dana Desa.

b, tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Deaa tatrun anggaran

sebelumnya; dan

2. laporan rcalisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan
rata-rata realisasi penyerapan pating

sedikit sebesar 5O7o fiina puluh persen)

dan rata-rata capaian keluaran
menurliukkan paling Bedikit sebesar 3506
':gq' puluh li"na persen).

c. tahap III berupa:

1. l,aporan realisasi penyerapan dan capaian

keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II

menr:njukkan rata-rata realieasi

penyerapan paling scdikit s€besar 9o9lo

(sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling

sedikit sebcsar 759o (tujuh pduh lima

persen); dan

2. laporan konvergensi pencegallan stuntiq
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.



(21 Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan

surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh

Desa, dan wajib disarnpaikan pada saat

penyampaisn dokumen persyaratan penyaluran

tahap I pertama kali.
Capaian keluaran sebagaimana rlingksud pgds

ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka I dan

ayat (2) huruf b erlgltq 2 dihitunS berdasarka.n rata-
rata persentase capaian keluaran dari seh:ruh

kegiatan.

PenJi,usunan laporan realisasi penyerapan dan

capaian keluaran sebagaimana ,Iirnaksud pada

ayat (l) huruf b dan huruf c dan ayat (2) huruf b
diLakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang,

kegiatan, r.raian keluaran, volume keluaran,

satuan keluaran, dan capaian keluaran.

Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana
dirnaksud pada ayat (1) disq"npaikan dengan surat
pengantar yang ditandatangani oleh Bupati atau

Wakil Bupati atau pejabet yang ditur{uk,
Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa

sebagaiBana dimaksud pada ayat (U dan ayat (2)

disampaikan dalam bentuk dokumen fisik

(hard@po dan/atsu dokumen eleldronik
(sofrr,,p .

Dokumen elektronik (sofiapg) sebagaimana
dirngksud pads ayat (7) diolah melalui aplikasi yang

disediakan oleh

Perberrdaharaan-

Direl.torat Jenderal

(3)

(4)

(s)

(6)

(71



Pasal 12

(1) Dalam rangka penyampaian dokumcn
persyaratan penyalurai sebagaimana ditn6lssrrd

pada dalam Pasal 11 ayat (1), Kepala Desa

menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran
dari Bupati, dengaa ketentuan:

a tahap I berupa Peraturan Desa mengenai
APBDesa, dan

b. tahap II berupa :

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian
keluaran Dana Desa tahun anggaran
sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapgn dan capaian
Keluaran Dana Desa tahap I
menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling s€dikit sebesar 5096

(lima puluh perBert) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling sedikit
sebesar 3570 (tiga puluh lima persen); dan

3. laporan konvergensi pencegahaa stunting
tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b anlg&.a 2 dan huruf c angka I dan
ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdaearkan
rata-rata presentase capaian keluaran dari
s€luruh kegiatan.

Pen5msunan laporan realisasi penyerapan dan
capaian keluaran sebagai.mana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan
tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat
kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara
pengadaan dan capaian keluaran.

(2t

(3)

i, ---'-:-J
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a
(6)

17l

(4) Bupati melakukan verifikasi kesesuaian dokunen
persyaratan penyaluran sebagaimana dirn5!3gd

pada ayat (1) dan ayat (2) dengan kondisi
penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
di"naksud pada ayat (2) dan (31.

(5) Berdasarkan hasil verifikasi scbagimana

dimaksud pada ayat (4), Bupati menyarnpaikan

doku.men persyaratan penyaluran atas Desa yang

layak salur kepada kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa s€tiap

minggu.

Dalam hal tabel referensi sebagaimana airnaksud

pada ayat (2) belum memenuhi kebutuhan input
data, kepala Desa menyampaikan perubahan

tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan
pemutakhiran.

Pcrubahan tabel referensi sebagaimana dinsksud
pada ayat (6) mengacu pada lrcraturan yang

ditetapkan oleb Kementerian Dalo"' Negeri.

Pasal 13

(1) Datam hal Bupati tidak menyarapaikan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana
dirnsksud dalam Pasal lf ayat (f) da[ ayat (2)

sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana

Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa

di RKUN.

(2) Siea Dana Dcsa di RKLrN sebagaimana di'naksud Pada

ayat (f) tidak dapst disalurkan kembali pada tahun

angaran berikutnya.

o



(1)

(21

Pasal 14

(1) Pemotongan Dana Desa setiap Daprah

Kabupaten sebagaigrana dimaksud dalam Pasal 1O

ayat (2) dilaksarrakarr dengan menggunaka,rr Surat

Permintaart Pembayaran dar Surat Pcrintah

Membayar yang sanlla dengan Surat Pertrrinta'an

Pembayaran darl Surat Perintah MeBbayar

penyaluran Dana Desa scbagaimana dimaksud

dalam Pasal l1-
(2) Pemotongart Dana Desa setiap Daerah kabupaten

sebagaimana dimaksud pada ayat (U dicatat

dengan menggunakan akun penerimaan

nonanggaran.

Pasal 15

Penyah.rran dana hasil pemotortgan Dana Desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasaf 10 ayat (2)

dilaksanakan berdasarkan pencatatan daoa hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Passl 14 aya.t (2l..

Pejabat Pembuat Komitmen melaksanakan
pcnyaluran dajla hasil pemotongan Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melatui

penerbitan Surat Permintaan Pembayaran.

(3) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat

Penandatanganan Surat Perintah Membayar

menerbitkan Surat Perintah Membayar untuk
penyalural dana hasil pemotongan Dana Desa ke

RKD.

(4) Berdasarkan Surat Perintah Membayar

sebagairnana dimaksud pada ayat (3), Kantor

Pelayana.rr Perbelrdaharaan Negaia menerbitkan
Surat Perintah Pencairan Dana untuk penyaluran

dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

,14
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(s)

(6)

(71

(8)

Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran dan

Surat Perintah Membayar sebagairnana dirnaksud

pada ayat (2) dan ayat (3) dilal<sanakan pada tanggal

yang sama dengan penerbitan Srrrat Permintaan

Pembayaran dan Surat Perintah Membayar:

sebagaimana dimaksud Pasal 14.

Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan

Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada

ayat (4), kepala Desa rqenyampaikan lembar

konfrrmasi penerirnaan penyaluran Da-na Desa di

RKD kepada Kepala KPPN dan BuPati.

Kepala KPPN menyampaikan salinan Surat

Perintah Pencairan Dana penyaluran dana hasil

pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati.

Tata cara penerbitan Surat Permintaan

Pembayaran, Surat Perintah Membayar, dan Surat

Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud

pada ayat (21, ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan

sesuai dengal ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB ry

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

(1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pembarrgunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai

dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa,

Pembalgunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nomor 11 Tahun 2019.

(2) Dana Desa dapat digunakan unhrk membiayai

kegiatar yang tidak termasuk dalam Prioritas

penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
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(1)

l2l

(3) Percetujuan Bupati scbagaimsna dimaksud pada ayat

(l) diberikan pa.da saat evaluasi rancangan peraturan

Desa mengenai APBDesa.

Pasal f7

Pclaksanaan kagiutanr yary, dibiafi dari Dana Dcsa

berpedoman pada pedoman tekds yang ditetapkan

oleh Bupe.ti mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana

Desa.

Pelaksanaan kegiratan yang dibiayai dari Dana Desa

diutamakan dilakukan secara swakelol,a dengan

menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga

kerja dari masyarakat desa s€tempat.

Pasal 18

IGpala Desa bertanggung jawab atas pengSunsrn

Dana DeBa.

Pemerintah Daerah dapet melakukan pendampingan

atas penggunaan Dana Desa.

Penda$pingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah.

Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

a sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau
b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 20

Dolem hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas

sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 huruf a terdapat sisa Dana De6a di RKD,

Bupati:

(t)

(2)

(3)

: r' '
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b.

(1)

l2l

(s)

meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai

sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/ atau

meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk
melakukan pemeriksaan.

Pasal 21

Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgrrnaan

Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka,

Meoteri Keuangan dapat Inelak\rkan penghentian

penyalrrran Dana Desa tahun anggaran berjalan

dan/atautahun anggarart berikutnya.

Menteri Keuangan menyampaikan surat

permohonan penjelasan status hukum Kepala

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada

pimpinan lembaga penegak hukum terkait.

Dalam hat berdasarkan surat penjelasan dari

pimpinan lembaga penegak hukum sebagairnana

dimalsud pada ayat (2), status hukum Kepala Desa

ditetapkan sebagai tersalgka, Menteri Keuangan

melakukan penghentian penyaluran Dana Desa

tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggara!

berikutnya.
Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan

ditandatangani

Menteri Keuartgan yang

oleh Direlrtur Jenderal

Perimbangan Keuangan atas nama Menteri

Keuangan.

(5) Dalam hal status tersangka sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana

Desa tahun anggar{rn berjalan disalurkan

seluruhnya, penghentian penyalural

sebagaimala dimaksud pada ayat (3) mulai

dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I

tal.un anggarart berikutnya.

(4)
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Pasal22

Datra Dcsa yang dihentikan penlralurannya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3)

dapat disalurkan kembali oleh Menteri Keuangan

setelah rnenerirna:
a. pencabutan dan/atau pemulihan statua

hukum tersangkai atau
b. putusan pengadilan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap, atas I(epala Desa yang

melakukan penyalahgr:naan pengelolaan

Dana Deaa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 f.
Dalam ha] telah ditetapkan pencabutan dan/atau
pemulihan status hukum tersangka atau putusan

pengadilan sebagailnana dimaksud pada ayat (1),

Menteri K€uang€n menyampaikan surat

permohonan penjelasan kepa.da pivnFinan lembaga

penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini diundangkan, maka

Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 tcntang Tata

Cara Pembsgian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap

Desa di Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten

Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 110) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

t2l
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Pasal 20

peraturan Bupati ini muLai berlaku

diundengkan.

ASar sctiap orang mengctahuinya,

pengundangen Petaturan Bupati
penempatkannya dalam Bcrita Daerah

Rawaa.

pada tanggal

memerintahkan

ini deng;an

I(abupaten Musi

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tsnggal eo Q^r'aA 2o2o

Diundangkan di Muara Beliti

padatanggsl e( Inuon 2o2o

SEKRETARIS DAERAH

KAAI,PATEI{ MUSI RAWAS,


